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Abstract 

Strategies For Optimizing of Tax Revenue Increase Restaurant
 
In Kota Tual
 

Mustaqim Rahakbauw
 
Universitas Terbuka
 

musrah71@ymaiI.com
 

This study aims to analyze the restaurant tax management strategies 
undertaken by local governments, knowing the perception of the managers of the 
restaurant on the top tax in the city of Tual, and identify factors driving and 
inhibiting factors affecting the implementation of tax policies restaurant. This 
study used a qualitative approach is done in the city of Tual in October to 
November 2012. Respondents comprised experts from the competent local 
authorities provide an assessment of the elements that influence the increase in tax 
revenues as a restaurant manager of the restaurant and the restaurant tax object. 
This study uses the equation / fonnula mathematical effectiveness by: 

I.	 Strategies for optimizing policy earned income tax increase restaurant. 
2.	 Based on the perception of the restaurant manager to be able to participate 

in optimization of increased tax revenues, among others, the restaurant is 
often held socialization and counseling as well as easy access to the 
restaurant tax payments. 

3.	 Inhibiting factors that affect the implementation of tax policies restaurant. 
4.	 Driving factors that influence the implementation of tax policies 

restaurant. 
Survey results, there are three types of restaurants are small type, medium 

type and large type. Estimates of potential tax revenue for 20 II should top at 
Rp.226.512.000 of realization obtained by Rp.1l6.657.000 The difference in the 
amount of taxes the restaurant between potential and realization has led to the 
Government of Tual City lost $ 109.855 million, in 201 I. Restaurant managers 
can participate in optimization of the restaurant tax revenues increased by 
taxpayers and are willing to pay a tax of 10 % of turnover is derived. Restaurant 
managers expect better socialization and counseling on tax regulations restaurants 
and local governments can expect to improve its service. Restaurant manager 
wants direct cash payments to the Revenue Office counter with an alternative 
payment via Bank Maluku as cash designated area local governments. 
Implementation of strategies for optimizing policy earned income tax increase in 
restaurant management capabilities include creating and structuring a maximum 
of bureaucracy in the organization of the restaurant tax, increase socialization and 
outreach to the community about the restaurant tax, increase coordination and 
cooperation among relevant agencies. 

Keywords: Strategies, optimization, restaurant tax. 
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Abstrak 

Strategi Optimalisasi Pajak Restoran Di kota Tual 

Mustaqim Rahakbauw 
Universitas Terbuka 

musrah71@ymail.com 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengelolaan pajak restoran 
yang dilakukan oleh pemerintah daerah, mengetahui persepsi para pengelola 
restoran tentang adanya pajak restoran di Kota Tual, dan mengidentifikasi faktor­
faktor pendorong dan penghambat yang berpengaruh terhadap implementasi 
kebijakan pajak restoran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 
dilakukan di Kota Tual pada bulan Oktober sampai dengan Nopember 2012. 
Responden ahl i terdiri dari pihak pemerintah daerah yang berkompeten 
memberikan penilaian terhadap e1emen yang berpengaruh dalam peningkatan 
pendapatan pajak restoran dan pengelola restoran sebagai obyek pajak restoran. 
Kajian ini menggunakan persamaan/formula matematis efektivitas menurut : 

L	 Strategi pengelolaan pajak restoran untuk mengoptimalisasikan 
peningkatan pendapatan pajak restoran. 

2.	 Berdasarkan persepsi pengelola restoran untuk dapat berpartisipasi daJam 
optimalisasi peningkatan pendapatan pajak restoran antara lain dengan seri ng 
diadakan sosialisasi dan penyuluhan serta kemudahan akses 
pembayaran pajak restoran. 

3.	 Faktor-faktor penghambat yang berpengaruh terhadap implementasi 
kebijakan pajak restoran. 

4.	 Faktor-faktor pendorong yang berpengaruh terhadap implementasi 
kebijakan pajak restoran. 

Hasil survei yang dilakukan terdapat tiga tipe restoran yaitu tipe kecil, tipe 
menengah dan tipe besar. Perkiraan potensi pendapatan pajak restoran untuk 
tahun 2011 seharusnya sebesar Rp.226.512.000 dari realisasi yang diperoleh 
sebesar Rp.116.657.000. Terjadinya selisih jumlah pajak restoran antara potensi 
dengan realisasi ini mengakibatkan Pemerintah Kota Tual kehilangan Rp 
109.855.000, pada tahun 201 L Pengelola restoran dapat berpartisipasi dalam 
optimalisasi peningkatan pendapatan pajak restoran dengan bersedia menjadi wajib 
pajak dan membayar pajak sebesar 10"10 dari ornzet yang diperoleh. Pengelola 
restoran berharap sosialisasi yang lebih baik dan penyuluhan tentang 
perda pajak restoran dan mengharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan 
pelayanannya. Pengelola restoran menginginkan pembayaran langsung tunai 
ke loket Dinas Pendapatan Daerah dengan altematif pembayaran melalui Bank 
Maluku sebagai kas daerah yang ditunjuk pemerintah daerah. Strategi 
implementasi kebijakan yang didapatkan untuk optimalisasi peningkatan 
pendapatan pajak restoran meliputi menciptakan kemampuan manajemen yang 
maksimal dan penataan birokrasi dalam penyelenggaraan pajak restoran, 
meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pajak 
restoran, meningkatkan koordinasi dan keJjasama antar instansi terkait. 

Kata Kunci : Strategi, Optimalisasi, Pajak Restoran. 
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BABTI 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kebijakan Publik 

Kebijakan publik pada dasamya merupakan keputusan yang diambil untuk 

bertindak dalam rangka memberikan pelayanan kepada publik sesuai dengan 

norma-norma yang ada pada publik. Norma-norma tersebut menyangkut 

akan hal interaksi penguasa, penyelenggara negara dengan rakyat serta 

bagaimana seharusnya kebijakan-kebijakan publik itu dilaksanakan. Ukuran 

normatifuya adalah keadilan sosial, partisipasi dan aspirasi warga negara, 

masalah-masalah lingkungan, pelayanan, pertanggungjawaban administrasi dan 

anal isis yang etis. 

Dalam kaitan dengan hal tersebut, maka seperti yang dijelaskan oleh 

Chandler dan Plano (dalam Tangkilisan, 2003: 71) bahwa kebijakan publik adaJah 

pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk 

memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. 

Sedangkan Thomas R. Dye (dalam Tangkilisan, 2003 : 75) memberikan 

pengertian dasar mengenai kebijakan publik sebagai apa yang tidak dilakukan 

maupun yang dilakukan oleh pemerintah. 

Sementara itu menurut Thomas R. Dye (dalam Subarsono, 2005 : 90) 

menyebutkan bahwa kebijakan publik adalah pilihan pemerintah untuk 

melakukan atau tidak melakukan sesuatu Definisi kebijakan publik dari Thomas 

Dye tersebut mengandung makna bahwa: 
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a) Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan 

organisasi swasta. 

b) Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau 

tidak dilakukan oleh badan pemerintah. 

Woll (dalam Tangkilisan, 2003:75) memberikan definisi kebijakan publik 

sebagai sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di 

masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang 

mempengaruhi kehidupan masyarakat. 

Selanjutnya Jones (1994:45) memandang kebijakan publik adalah 

sebagai suatu kelanjutan kegiatan pemerintah di masa lalu dengan hanya 

mengubahnya sedikit demi sedikit Prinsip-prinsip pendekatan Jones tersebut 

adalah sebagai berikut : 

I.	 Kejadian-kejadian dalarn masyarakat diinterpretasikan dengan cara 

yang berbeda oleh organisasi yang berbeda dan dalarn waktu yang 

berbeda; 

2.	 Banyak masalah yang timbul karena adanya peristiwa yang sarna; 

3.	 Ada berbagai tingkatan atau tahapan yang harus dilalui kelompok 

penekan untuk memasuki proses kebijakan yang ada; 

4.	 Tidak semua masalah-masalah publik menjadi agenda pemerintah; 

5.	 Banyak juga kepentingaI1 elit yang diangkat menjadi isu kebijakan 

dalam pemerintahan; 

6.	 Banyak msasalah-masalah tidak dipecahkan oleh pemerintah, baik 

sengaja maupun tidak; 
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7.	 Pembuatan kebijakan tidak berhadapan dengan kelompok yang 

ada di masyarakat; 

8.	 Banyak pengambilan keputusan didasarkan pada informasi dan 

komunikasi yang kurang akurat; 

9.	 Kebijakan yang dibuat sering direflesiksikan sebagai consensus, dari 

pada subtansi dari pemecahan masalah; 

10.	 TeIjadi perbedaan dalam mendefinisikan kebijakan antara pembuat 

kebijakan dengan masyarakat yang terlibat; 

11.	 Banyak program yang dibuat dan dilaksanakan tidak seperti yang 

dirancang; 

12. Organisasi yang ada dalam	 masyarakat memiliki kepentingan dan 

fokus yang berbeda. 

Dari pengertian kebijakan tersebut, membawa implikasi tertentu terhadap 

konsep kebijakan negara yang telah dijelaskan oleh Wahab (2001 :30) yaitu: 

a.	 Kebijakan negara lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujan 

daripada perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan ; 

b.	 Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling 

terkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan 

oleh pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri 

sendiri ; 

c.	 Kebijakan bersangkut paut dengan apa yang senyatanya dilakukan 

pemerintah dalam bidang tertentu; 

d.	 Kebijakan negara mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif; 
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Sementara itu pandangan Anderson (dalam Wahab, 2001: 40) merumuskan 

bahwa kebijakan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh 

seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau 

persoalan tertentu yang dihadapi. 

Mirip dengan pendapat Anderson, kebijakan publik menurut 

Mustopadidjaya (dalam Wahab, 2001:45) menggambarkan bahwa : "suatu 

keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk 

melakukan kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang berkewenangan 

dalam rangka penyelenggaraaan tugas pemerintah negara dan pembangunan". 

Jika demikian maka menarik untuk diketengahkan pendapat kebijakan dari 

Carl Freidrich (dalam Islamy, 2001:15) yang mendefinisikan kebijakan sebagai 

berikut " ...a proposed course ofaction ofa person, group, or govemmentwithin 

a given environment providing abstacles and opportunities which thepolicy was 

proposed to utilize and overcome in and effort to reach a goal orrealize an 

objective or a purpose" (....serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, 

kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan menunjukkan 

hambatan-hambatan dan kesempatan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan 

kebijakan untuk mencapai tujuan). 

Sementara itu George C. Edward III dan Ira Sharkansky (dalam Islamy, 

200 I:18) bahwa memiliki pendapat yang hampir sarna dengan Thomas R. Dye 

mengenai kebijakan publik, yaitu " .. .iswhat government s£ry to do or not to do, it 

is goals or pUrplises of govemment program ... " ( ... adalah apa yang dinyatakan 

dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, kebijakan publik itu berupa 

sasaran atau tujuan program-program pemerintah ... ). Namun dikatakan bahwa 
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kebijakan publik itu dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan-peraturan 

perundangundangan atau dalam bentuk pidato-pidato pejabat teras pemerintah 

ataupun berupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan 

pemerintah. 

Oleh karenanya dalam terminologi ini, kebijakan publik yang dilakukan 

oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan-persoalan riil yang muncul ditengah­

tengah masyarakat untuk dicarikan jalan keluar baik melalui peraturan perundang­

undangan, peraturan pemerintah, keputusan pejabat birokrasi dan keputusan 

lainnya termasuk peraturan daerah, keputusan pejabat politik dan sebagainya. 

Dunn (2003:6) menyebut istilah kebijakan publik dalam bukunya yang 

berjudul Analisis Kebijakan Pub/ik, pengertiannya sebagai berikut : "Kebijakan 

Publik (Public Policy) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan­

pilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk 

tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah" Kebijakan 

publik sesuai apa yang dikemukakan oleh Dunn mengisyaratkan adanya pilihan­

pilihan kolektif yang saling bergantung satu dengan yang lainnya, dimana 

didalamnya keputusan-keputusan untuk melakukan tindakan. Kebijakan publik 

yang dimaksud dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Suatu kebijakan 

apabila telah dibuat, maka harns diimplementasikan untuk dilaksanakan oleh unit­

unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia, serta 

dievaluasikan agar dapat dijadikan sebagai mekanisme pengawasan terhadap 

kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri. 
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Dengan demikian kebijakan publik adalah produk dari pemerintah maupun 

aparatur pemerintah yang hakekatnya berupa pilihan-pilihan yang dianggap paling 

baik, untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi publik dengan tujuan 

untuk dicarikan solusi pemecahannya secara tepat, cepat dan akurat, sehingga 

benar adanya apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan pemerintah dapat saja 

dipandang sebagai sebuah pilihan kebijakan. 

Kebijakan publik mempunyai sifat "paksaan" yang secara potensial sah 

dilakukan. Sifat memaksa ini tidak dimiliki oleh kebijakan yang dibuat oleh 

organisasi-organisasi swasta atau organisasi diluar pemerintah. Hal ini berarti 

bahwa kebijakan publik menuntut ketaatan yang luas dari masyarakat. Sifat inilah 

yang membedakan kebijakan publik dengan kebijakan lainnya. Pemahaman ini, 

pada sebuah kebijakan umumnya harus dilegalisasikan dalam bentuk hukum, 

misalnya dalam bentuk Peraturan Daerah. Sebab, sebuah proses kebijakan tanpa 

adanya legalisasi dari hukum tentu akan sangat lemah dimensi operasionalisasi 

dari kebijakan publik tersebut. Perlu diperhatikan, kebijakan publik tidaklah sarna 

dengan hukum, walaupun dalam kenyataannya di lapangan kedua-duanya sulit 

dipisah-pisahkan. 

B. Implementasi Kebijakan Publik 

Kebijakan publik selalu mengandung komponen dasar, yaitu tujuan yang 

jelas, dan sasaran yang spesifik. Adapun komponen tentang siapa pelaksananya, 

berapa besar dan dari mana dana diperoleh, siapa kelompok sasarannya, 

bagaimana program dilaksanakan atau bagaimana system manajemennya dan 
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bagaimana keberhasilan atau kinerja kebijakan diukur. Komponen inilah yang 

disebut dengan implementasi (Wibawa, dkk, 1994). 

Mengenai hal ini Wahab (2002:59) menegaskan bahwa implementasi 

kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Oleh 

sebab itu tidak berlebihan jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan 

aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Babkan Udoji (dalam 

Wahab, 2002:59) mengatakan bahwa "the execution of policies is as important if 

notmore important than policy making. Policies will remain dreams or blue 

prin?file jackets unless they are implemented' (pelaksanaan kebijakan adalah 

sesuatu yang penting, babkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. 

Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang 

tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplemantasikan). 

Berkenaan dengan hal tersebut, Metter dan Hom (I975) mendefinisikan 

implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh publik maupun 

swasta baik secara individu maupun kelompok yang ditujukan untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Definisi ini menyiratkan 

adanya upaya mentransformasikan keputusan kedalam kegiatan operasional, serta 

mencapai perubahan seperti yang dirumuskan oleh keputusan kebijakan. 

Pandangan tersebut di atas menunjukkan bahwa proses implementasi 

kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang 

bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada 

diri target group, melainkan menyangkut lingkaran kekuatan-kekuatan politik, 

ekonomi dan sosial yang 1angsung atau tidak dapat mempengaruhi perilaku dari 

semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya membawa konsekuensi logis 
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terhadap dampak baik yang diharapkan (intended) maupun dampak yang tidak 

diharapkan (spillover/negatij effects)." 

Oleh karena setiap program kebijakan yang telah diambil sebagai altematif 

pemecahan suatu masalah harus diimplementasikan oleh badan-badan 

administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Menurut Patton dan 

Sawicki (dalam Tangkilisan 2003: 15) bahwa " Implementasi berkaitan dengan 

berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada 

posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan 

menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. 

Berdasarkan pengertian di atas, implementasi berkaitan dengan berbagai 

kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini 

eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir. Seorang eksekutif mampu 

mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, unit-unit dan teknik yang dapat 

mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interprestasi terhadap 

perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah 

bagi relisasi program yang dilaksanakan. Dunn (2003 :25) mengistilahkan 

implementasi dengan lebih khusus dengan menyebutnya implementasi kebijakan 

(policy implemtation) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di 

dalam kurun waktu tertentu. 

Nugroho (2004:25) mengemukakan bahwa: Implementasi kebijakan pada 

prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak 

lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplemntasikan kebijakan publik, maka ada 

dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk 
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program-program atau melaJui formulasi kebijakan derivate atau tumnan dari 

kebijakan publik tersebut. 

Implementasi kebijakan menurut Nugroho di atas, tidak lain berkaitan 

dengan cara agar kebijakan dapat mencapai tujuan. Kebijakan publik tersebut 

diimplementasikan meJalui bentuk program-program serta melalui turunan. 

Turunan yang dimaksud adalah dengan melalui proyek intervensi dan kegiatan 

intervensi. Menurut Darwin (dalam Widodo, 2008:66) terdapat beberapa hal 

yang perlu diperhatikan dalam persiapan proses implementasi yang perJu 

dilakukan, setidaknya terdapat empat hal penting dalam proses implementasi 

kebijakan, yaitu pendayagunaan sumber, pelibatan orang atau sekelompok orang 

dalam implementasi, interpretasi, manajemen program, dan penyediaan layanan 

dan manfaat pada publik. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat dijelaskan bahwa Implementasi 

kebijakan publik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah implementasi dari 

Peraturan Daerah Nomor14 tentang Pajak Restoran di Kota Tual. 

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Imp1ementasi Kebijakan Publik 

Menurut Grindle (dalam Wibawa, dick, 1994:25) implementasi kebijakan 

ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. lsi kebijakan 

berkaitan dengan kepentingan yang dipengaruhui oleh kebijakan, jenis manfaat 

yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat 

kebijakan, siapa pelaksana program, dan sumber daya yang dikerahkan. 

Sementara konteks implementasi berkaitan dengan kekuasaan, kepentingan dan 
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strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasan dan kepatuhan 

serta daya tanggap pelaksana. 

Sedangkan Edward III (dalam Subarsono, 2005;90) memberikan pandangan 

bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni : 

(1) komunikasi 

(2) sumberdaya 

(3) disposisi (sikap) 

(4) stuktur birokrasi 

Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sarna lain sebagaimana 

dapat digambarkan berikut ini: 

I	 1---------------Komunikasi 

1 ~I S"m"'''" I~,------l --, 
~ ! ~ Implementasi 

~ IL-l_S_ik_ap__1 

IStruktur Birokrasi	 J 

Gambar 2.1. Model Implementasi Menurut G. C. Edward m 

Dari bagan 2.1 tersebut di atas, dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut: 

I.	 Variabel komunikasi yaitu proses inforrnasi mengenai kebijaksanaan dari 

pelaksanaan tingkat atas kepada aparat pelaksana di tingkat di bawahnya; 

2.	 Variabel struktur birokrasi mencakup bagaimana struktur pemerintah, 

bagian tugas yang ada dan koordinasi yang dilakukan ; 
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3.	 Variabel sumber-sumber : manusia, informasi dan sarana prasarana yang 

tersedia dalam pelaksanaan kebijakan ; 

4.	 Variabel kecenderungan-kecenderungan atau dapat dikatakan sikap atau 

disposisi aparat pelaksana 

Adapun Van Metter dan Van Horn (dalam Subarsono 2005:95) 

menyebutkan bahwa ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implemantasi, 

yaitu : 

I.	 Standar dan sasaran kebijakan; 

2.	 Sumberdaya; 

3. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas;
 

4 Karakteristik agen pelaksana;
 

5.	 Kondisi-kondisi sosial, ekonomi, dan politik 

Model implementasi kebijakan dari Van Matter dan Van Hom (dalam 

Subarsono 2005: 97) dapat dilihat dalam Gambar 2.2 berikut: 

:
 
Komunikasi antar
 

Organisasi dan
 
Kegiatan
 

pelaksanaan
 

~ l I	 .. I 

f-

f-

Lingkungan 
Ekonomi, sosial 

dan olitik 

Ukurandan 
tujuan 

kebiiakan 

Sumber daya 

Karakteristik Badan 
Disposisi Kinerja 

bijakanKepelaksana ~ 
pelaksana 

Gambar 2.2. ModeJ ImpJementasi Kebijakan
 
Van Matter dan Van Horn
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Cheema dan Rondinelli (dalam Subarsono, 2005:100) menyatakan bahwa 

ada empat variabel yang dapat mempengaruhi kinerja dampak suatu program, 

yaitu : 

I. Kondisi lingkungan; 

2. Hubungan antar organisasi; 

3. Sumberdaya organisasi untuk implementasi program; 

4. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana 

Proses implementasi program dari Cheema dan Rondinelli (dalam 

Subarsono, 2005: 101) sebagaimana gambar berikut : 
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Kondisi 
Lingkungan 
I. Tipe system Pol 
2. Struktnr pemb 
3. karnkteristik 
struktnr pol local 
kebijakan 
4. kendala 
surnberdaya 
5. sosio cultural 
6. Derajad 
keterlibatm 
para penerima 
program 
7. Tersedianya 
infrastruktur !isik 
yg 
cukuo 

1 

Hub. Antar Organisasi 
I. Kejelasan & 
konsistensi sasaran 
program 
2. Pembagian fungsi 

antar instansi yg 
pantas 

3. Stmdardisasi 
prosedur perencanaan. 
anggaran,implementasi 
& evaluasi 
4. Ketepatan, 
konsistensi 
& kualitas komunikasi 
antar instansi 
5. Efektivitas jejaring 
utk mendukung 
program 

;
 
Sumberdaya 
Organisasi 
I. control terhadap 

snmber dana. 
2. keseimbangan 
antara 
pembagian anggaran 
& kegiatm program 
3. Ketepatm alokasi 
angg 
4. pendapatm yg 

cukup utk pengeluaran 
5. Dukungan 
pemimpin 
pol pusal 
6. dukungan pemimpin 
politik lokal 
7. komitmen birokrasi 

Karakteristik 
&Kapabilitas 1nstansi 
Pelaksana : 
I. Ketrampilan 

teknis, manajerial & 
politis petugas 

2. Kemarnpuan utk 
mengkoordinasi, 
mengontrol & 
mengintegrasikn 
kepis. 
3. Dukungan & 
sumberdaya 
pol instansi 
4.. Sifat kom internal 
5. Hub yg baik antara 
instansidg kel sasaran 
6. Hub instansi dg 
pihak 
diluar pemt & NGO 
7. Kua\itas pemimpin 
instmsi yg 
bersangkutm 
8. komitmen petugas 
lerhadp program 
9. kedudnklln instansi 
dim hirarki sistem 
adm 

Kinerja dan 
Dampak 
I. Tingkat 
sejauhmana 
program dpt 
mencapai 
sasaran 
2. adanya 
perubahan 
kemampuan 
admpdorgs 
lokal 
3. Berbagai 
keluaran& 
hal yg lain 

-----' 

Gambar 2.3 Proses Implementasi Program 
menurut Cheema dan Rondinelli 

Berdasarkan pendapat para ahli terkait dengan variabel yang mempengaruhi 

implemantasi kebijakan publik di atas dapat dijabarkan pada label 2.1. 
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Tabel2.1 Taxonomi Variabel yang Berpengaruh terhadap 
Implementasi Program 

Karakteristik dan 
Disposisi (sikap) Pelaksana kapabilitas instansi 

pelaksana 

Sumberdaya Sumberdaya Sumberdaya organisasi 

Komunikasi komunikasi Hubungan antar 
or anisasi 

Struktur organisasi 
Lingkungan Kondisi Lingkungan 

Standard dan Sasaran 
'----------------'----

Dari Tabel 2.1. di atas, menunjukan beberapa variabel yang berpengaruh 

terhadap implementasi program. Berdasarkan taxonomi variabel yang 

berpengaruh terhadap implementasi program maka dapat disimpulkan faktor­

faktor yang mempengaruhi keberhasilan program, yaitu sikap pelaksana, 

sumberdaya, komunikasi, struktur organisasi, lingkungan dan standar serta 

sasaran. 

1. Komunikasi 

Menurut Wiratmo dick (2001:35) komunikasi adalah proses berbagi 

informasi dengan individu-individu lainnya. Informasi merupakan suatu pikiran 

atau gagasan yang hendak diberikan kepada individu-individu lainnya. 

Komunikasi merupakan keterampilan manajemen yang sering digunakan dan 

sering disebut sebagai satu kemampuan yang sangat bertanggung jawab bagi 

keberhasilan seseorang, ia sangat penting sehingga orang-orang sepenuhnya tabu 

bagaimana mereka berkomunikasi. 
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Selanjutnya Kenneth dan Gary (dalam Umar, 2001:25) mengemukakan 

bahwa komunikasi dapat didefinisikan sebagai penyampaian informasi antara dua 

orang atau lebih yang juga meliputi pertukaran informasi antara manusia dan 

mesin. Komunikasi dalam organisasi dapat dilihat dari sisi komunikasi antar 

pribadi dan komunikasi organisasi. Sedangkan Cangara (2001:18) menyatakan 

bahwa " komunikasi adalah suatu transaksi, proses simbolik yang menghendaki 

orang-orang mengatur lingkungannya dengan (I) membangun hubungan antar 

sesama manusia (2) melalui pertukaran informasi (3) untuk menguatkan sikap dan 

tingkah laku orang lain (4) serta berusaha mengubah sikap dan tingkah laku itu". 

Sejalan dengan itu Widjaja (200088) mengatakan bahwa komunikasi adalah 

proses penyampaian gagasan, harapan dan pesan yang disampaikan melalui 

lambang tertentu yang mengandung ani dilakukan oleh penyampai pesan 

ditujukan kepada penerima pesan. Dalam proses komunikasi kebersamaan 

tersebut diusahakan melalui tukar menukar pendapat, penyampaian, informasi, 

serta perubahan sikap dan perilaku. 

Pada hakekatnya setiap proses komunikasi terdapat beberapa unsur terlibat 

seperti, dikemukakan oleh Widjaja (2000) bahwa: 

I.	 Sumber pesan, adalah dasar yang digunakan dalam penyampaian pesan 
dan digunakan dalam rangka memperkuat pesan itu sendiri. 

2.	 Komunikator adalah orang atau kelompok yang menyampaikan pesan 
kepada orang lain, yang meliputi penampilan, penguasaan masalah, 
penguasaan bahasa. 

3.	 Komunikan, adalah orang yang menerima pesan. 
4.	 Pesan, adalah keseluruhan dari apa yang disampaiakan oleh 

komunikator, dimana pesan ini mempunyai pesan yang sebenamya 
menjadi pengarah dalam usaha mencoba mengubah sikap dan tingkah 
laku komunikan. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam pesan 
meliputi : cara penyampaian pesan, bentuk pesan (informatif, persuasif, 
koersif) meiumuskan pesan yang mengena (umum, jelas dan gamblang, 
bahasa jelas, positif, seimbang, sesuai dengan keinginan komunikan). 
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5.	 Media adalah saran yang digunakan komunikator dalam penyampaian 
pesan agar dapat sampai pada komunikan, meliputi media umum, media 
massa. 

6.	 Efek adalah hasil akhir dari suatu komuniksi, yakni sikap dan tingkah 
laku orang, sesuai atau tidak sesuai dengan yang kita harapkan, apabila 
sikap dan tingkah laku orang lain itu sesuai maka komunikasi berhasil, 
demikian sebaliknya (hal 30). 

Tujuan komunikasi keorganisasian antara lain untuk memberikan informasi 

baik kepada pihak luar maupun pihak dalam, memanfaatkan umpan baJik dalam 

rangka proses pengendalian manajemen, mendapatkan pengaruh, alat untuk 

memecahkan persoalan untuk pengambilan keputusan, rnempennudah perubahan­

perubahan yang akan dilakukan, mempennudah pembentukan kelompok­

kelornpok kerja serta dapat dijadikan untuk menj aga pintu keluar masuk dengan 

pihak-pihak luar organisasi (Vmar, 2001: 27). Hal ini juga sejalan dengan 

pendapat Robbins (2006:392) yang menyatakan bahwa komunikasi menjalankan 

ernpat fungsi utama di dalam kelompok atau organisasi : pengendalian, motivasi, 

pengungkapan emosi, dan informasi. 

Sedangkan menurut Vmar, (2001: 27-28) arah komunikasi di dalam suatu 

organisasi, antara lain: 

a.	 Komunikasi ke bawah yaitu dari atasan ke bawahan, yang dapat berupa 
pengarahan, perintah, indoktrinasi, inspirasi maupun evaluasi. 
Medianya bermacam-macam, seperti memo, telepon, surat dan 
sebagainya. 

b.	 Komunikasi ke atas yaitu komunikasi dari bawahan ke atasan. Fungsi 
utamanya adalah untuk mencari dan mendapatkan infonnasi tentang 
aktivitas-aktivitas dan keputusan-keputusan yang meliputi laporan 
pelaksanaan kerja, saran serta rekomendasi, usulan anggaran, pendapat­
pendapat, keluhan-keluhan, serta permintaan bantuan. Medianya 
biasanya adalah laporan baik secara lisan maupun tertulis atau nota 
dinas. 

c.	 Komunikasi ke sarnping yaitu komunikasi antar anggota organisasi 
yang setingkat. Fungsi utamanya adalah untuk rnelakukan keIja sarna 
dan proaktif pada tingkat mereka sendiri, di dalam bagian atau antar 
bagian lain yang bertujuan untuk memecahkan berbagai masalah 
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maupun menceritakan pengalaman mereka dalam melaksanakan 
pekerjaannya. 

d.	 Komunikasi ke luar yaitu komunikasi antara organisasi dengan pihak 
luar, misalnya dengan pelanggan dan masyarakat pada umumnya. 
Organisasi berkomunikasi dengan pihak luar dapat melalui bagian 
Public Relations atau media iklan lain. 

Sementara itu menurut Cummings (dalam Vmar 2001:30-31), 

mengkomunikasikan sesuatu memiliki cara sendiri-sendiri. Vntuk 

mengkomunikasikan ke bawah hal-hal pokok yang perlu dikuasai oleh atasan 

adalah: 

a.	 Memberikan perhatian penuh pada bawahan. 
b.	 Menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka. 
c.	 Mendengarkan dengan umpan balik. 
d.	 Memberikan waktu yang cukup. 
e.	 Menghindari kesan memberikan persetujuan maupun penolakan. 

Vntuk komunikasi ke atas, bawahan dapat melakukan cara-cara 

berkomunikasi berikut ini: 

a.	 Melaporkan dengan segera setiap perubahan yang dihadapi; 
b.	 Menyusun informasi sebelum dilaporkan; 
c.	 Memberikan keterangan selengkapnya jika atasan memiliki waktu; 
d.	 Mengajukan fakta bukan perkiraan; 
e.	 Melaporkan juga perihal sikap, produktivitas, moral kerja atau 

persoalan khusus yang dihadapi bawahan; 
f.	 Menghindari penyebaran informasi yang salah; 
g.	 Meminta nasihat atasan mengenai cara-cara menangani masalah yang 

sulit diatasi sendiri oleh bawahan. 

Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah­

perintah pelaksanaan harus konsisten danjelas. Walaupun perintah-perintah yang 

disampaikan kepada para pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi 

bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan 

memudahkan para pe1aksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik. 
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2. Surnberdaya 

Pendapat yang harnpir sarna juga disarnpaikan oleh Gomes (1997) yang 

menyatakan bahwa suatu organisasi tidak terlepas dari pengaruh lingkungan yang 

ada di sekitarnya. Lingkungan merupakan sumber pemasok input bagi organisasi, 

dan juga sebagai penerima output dari organisasi itu sendiri. Dari lingkungan 

suatu organisasi memperoleh bahan-bahan (materials) yang diperlukan, baik fisik 

maupun non-fisik dan dari lingkungan juga organisasi menangkap cita-cita, 

tujuan, kebutuhan dan harapan. 

Hubungan antara organisasi dan lingkungan dapat digambarkan melalui 

skema berikut: 

Lingkungan Lingkungan Lingkungan 

- Bahan-Bahan Urang -Tujuan-tujuan 

(Material) 

-

- Sumber Daya 

(Resources) 

Input Teknologi Output - Kebutuhan-kebutuhan 

Sumber: Miles (dalam Gomes, 1997). 

Garnbar 2.4. Hubungan Antara Organisasi dan Lingkungan 

Unsur manusia di dalam organisasi, seperti tampak pada skema tersebut, 

mempunyat kedudukan yang sangat strategis, karena manusialah yang bisa 

mengetahui input-input apa yang perlu diambil dari lingkungan. Bagaimana 

caranya untuk mendapatkan atau rnenangkap input tersebut, teknologi dan eara 

apa yang dianggap tepat untuk mengolah atau mentransformasikan input-input 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

41538.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



29 

tersebut menjadi output-ouput yang memenuhi keinginan Iingkungan. Dengan 

demikian dalam organisasi terdapat kurang lebih tiga variabel utama, yang 

mempengaruhi organisasi yaitu manusia dan lingkungan yang saling berinteraksi 

menurut pola tertentu dan masing-masing memiliki karakteristik atau nilai-nilai 

tertentu. 

Winarno (2002:29) juga menyebutkan bahwa " sumber-sumber yang akan 

mendukung kebijakan yang efektif terdiri dari jumlah staf yang mempunyai 

ketrarnpilan yang memadai serta jumlah yang cukup, kewenangan, informasi dan 

fasilitas" . 

3. Sikap 

Sikap merupakan seperangkat pendapat, minat atau tujuan, yang 

menyangkut harapan akan suatu jenis pengalaman tertentu dan kesediaan dengan 

suatu reaksi yang wajar Gibson (1993:35) mendefinisikan sikap sebagai berikut : 

" Sikap ( attitude) adalah kesiapsiagaan mental, yang dipelajari dan diorganisasi 

melalui pengalarnan dan mempunyai pengaruh tertentu atas cara tanggap 

seseorang terhadap orang lain, obyek dan situasi yang berhubungan dengannya ". 

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sikap adalah reaksi 

atas rangsangan suatu obyek tertentu yang diikuti dengan kecenderungan untuk 

bertindak atau bertingkah laku, baik berupa sikap mendukung atau menolak. 

Ada tiga komponen dalam sikap seseorang, yaitu (Mar'at, 1982: 13): 

a.	 Komponen kognitif yang hubungannya dengan kepercayaan, ide dan 

konsep: 

b.	 Komponen afektifyang menyangkut kehidupan emosional seseorang; 
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c. Komponen konasi yang merupakan kecenderungan bertingkah laku. 

Sedangkan menurut Widjaja (2000: III), ada tiga tahapan yang hams dilalui 

seseorang agar dapat meningkatkan kesadarannya dalam memenuhi kewajiban : 

a.	 Aspek kognitif, yang berhungan dengan gejala pikiran. 

b.	 Aspek afektif, yang berkaitan dengan proses yang menyangkut perasaan 

tertentu. 

c.	 Aspek psikomotor, yang berkaitan dengan kecenderungan untuk 

bertindakterhadap suatu obyek. 

Sikap merupakan kumpulan dari berpikir, keyakinan dan pengetahuan. 

Namun di samping itu evaluasi negatif maupun posit if yang bersifat emosional 

yang disebabkan oleh komponen afeksi. Semua hal ini dengan sendirinya 

berhubungan dengan obyek. Pengetahuan dan perasaan yang merupakan kluster 

dalam sikap akan menghasilkan tingkah laku tertentu. Obyek yang dihadapi 

pertama-tama berhubungan langsung dengan pemikiran dan penalaran seseorang. 

Sehingga komponen kognisi melukiskan obyek tersebut dan sekaligus dikaitkan 

dengan obyek-obyek lain di sekitarnya. Hal ini berarti adanya penalaran pada 

seseorang terhadap obyek mengenai karakteristik (Mar'at, 1982: 13). 

Berdasarkan evaluasi tersebut maka komponen afeksi memiliki penilaian 

emosional yang dapat bersifat positif atau negatif Berdasarkan penilaian ini 

maka terjadilah kecenderungan untuk bertingkah laku hati-hati. Komponen afeksi 

yang memiliki sistem evaluasi emosional mengakibatkan timbulnya perasaan 

senangltidak senang atau takutltidak takut. Dengan sendirinya pada proses 

evaluasi ini terdapat suatu valensi positif atau negatif Oleh karena itu pada 

seseorang yang tingkat kecerdasannya rendah, kurang memiliki aspek penalaran 
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yang baik, dan dalam evaluasi emosionalnya pun huang adanya kehalusan 

sehingga mengakibatkan kecenderungan tingkah laku yang kurang serasi (kasar). 

4.	 Struktur Birokrasi 

Pengertian birokrasi menunjuk pada suatu organisasi yang dimaksudkan 

untuk mengerahkan tenaga dengan teratur dan terus menerus,untuk mencapai 

suatu tujuan tertentu. Dengan lain perkataan, birokrasi adalah organisasi yang 

bersifat hierarkhis, yang ditetapkan secara rasional untuk mengkoordinir 

pekerjaan orang-orang untuk kepentingan pelaksanaan tugas-tugas administratif 

(Coser dan Rosenberg dalam Soekanto, 1982:293). 

Menurut Weber (dalam Soekanto, 1982:293) ciri-ciri birokrasi dan cara 

terlaksananya adalah sebagai berikut : 

a.	 Adanya ketentuan-ketentuan yang tegas dan resmi mengenai kewenangan 
yang didasarkan pada peraturan-peraturan umum yaitu ketentuan 
ketentuan hukum dan administrasi : 
•	 Kegiatan-kegiatan organisasi sehari-hari untuk kepentingan birokrasi 

dibagi-bagi secara tegas sebagai tugas-tugas yang resmi. 
•	 Wewenang untuk memberi perintah atas dasar tugas resmi diberikan 

secara langsung dan terdapat pembatasan-pembatasan oleh 
peraturan-peraturan mengenai cara-cara yang bersifat paksaan, fisik, 
keagamaan dan sebaliknya yang boleh dipergunakan oleh pada 
petugas. 

•	 Peraturan-peraturan yang sistematis disusun untuk kelangsungan 
pemenuhan tugas-tugas tersebut dan pelaksanaan hak-hak. Hanya 
orang-orang yang memenuhi persyaratan umum yang dapat 
dipekerjakan. 

b. Prinsip pertingkatan dan derajat wewenang merupakan sistem yang tegas 
perihal hubungan atasan dengan bawahan di mana terdapat pengawasan 
terhadap bawahan oleh atasannya. Hal ini memungkinkan pula adanya 
suatu jalan bagi warga masyarakat untuk meminta agar supaya keputusan 
keputusan lembaga-Iembaga rendahan ditinjau kembali oleh lembaga­
lembaga yang lebih tinggi. 

c.	 Ketatalaksanaan suatu birokrasi didasarkan pada dokurnen-dokumen 
tertulis yang disusun dan dipelihara aslinya atau salinannya. Untuk 
keperluan ini harus ada tata usaha yang menyelenggarakan secara 
khusus. 
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d.	 Pelaksanaan birokrasi dalam bidang-bidang tertentu memerlukan latihan 
dan keahlian yang khusus dari para petugas. 

e.	 Bila birokrasi telah berkembang dengan penuh, maka kegiatan-kegiatan 
meminta kemampuan bekerja yang masimal dari pelaksana­
pelaksananya, terlepas dari kenyataan bahwa waktu bekerja pada 
organisasi secara tegas dibatasi. 

f.	 Pelaksanaan birokrasi didasarkan pada ketentuan-ketentuan umum yang 
bersifat langgeng atau kurang langgeng, sempuma atau kurang sempuma 
yang kesemuanya dapat dipelajari. Pengetahuan akan peraturan-peraturan 
memerlukan cara yang khusus yang meliputi hukum, ketatalaksanaan 
administrasi dan perusahaan. 

Dengan memperhatikan ciri-ciri yang telah diuraikan oleh Max Weber, 

maka dapat dikatakan bahwa birokrasi paling sedikit mencakup 5 (lima) unsur 

yaitu: 

a. organisasi 

b. pengerahan tenaga 

c. sifatnya yang teratur 

d. bersifat terus menerus 

e. mempunyai tujuan (Soekanto, 1982:293) 

Menurut Sutarto (1995:40) organisasi adalah " sistem saling pengaruh antar 

orang dalam kelompok yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu". 

Dengan demikian dapat diketemukan adanya berbagai faktor yang dapat 

menimbulkan organisasi yaitu orang-orang, kerjasama, dan tujuan tertentu. 

Berbagai faktor tersebut saling kait merupakan suatu kebulatan. 

Setiap organisasi hams membentuk struktur organisasi sehingga jelas 

organisasi yang dimaksud. Struktur organisasi akan nampak lebih tegas apabila 

dituangkan dalam bagan organisasi. Yang dimaksud dengan struktur organisasi 

adalah kerangka antar hubungan satuan-satuan organisasi yang didalamnya 
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terdapat pejabat, tugas serta wewenang yang masing-masing mempunyai peranan 

tertentu dalam kesatuan yang utuh (Sutarto, 1995:41). 

Menurut Steers (1985:70) sekurang-kurangnya ada enam faktor struktur 

yang dapat dikenali, yang ternyata mempengaruhi beberapa segi implementasi 

kebijakan organisasi. Keenam faktor ini adalah: (I) tingkat desentralisasi (2) 

spesialisasi fungsi (3) formalisasi (4) rentang kendaJi (5) ukuran organisasi (6) 

ukuran unit kerja. 

Sedangkan Robbins (2006: 585) menyebutkan ada enam unsur kunci untuk 

merancang struktur organisasi, yaitu : spesialisasi pekerjaan, departementaJisasi, 

rantai komando, rentang kendali, sentralisasi dan desentraliasasi, serta formalisasi. 

Desentralisasi adalah batas perluasan berbagai jenis kekuasaan dan 

wewenang dari atas ke bawah dalam hierarki organisasi. Dengan demikian 

pengertian desentalisasi berhubungan erat dengan konsep partisipasi dalam 

pengambilan keputusan. Makin luas desetralisasi makin luas ruang lingkup 

bawahan dapat turut serta dalam dan memikul tanggung jawab atas keputusan­

keputusan mengenai pekerjaan mereka dan kegiatan mendatang dari organisasinya 

(Steers, 1985:71). 

Spesialisasi adalah pembagian fungsi-fungsi organisasi menjadi kegiatan­

kegiatan yang sangat khusus. Spesialisasi dapat diukur dengan berbagai cara, 

mencakup jumlah divisi dalam sebuah organisasi dan jumlah bagian dalam setiap 

divisi, jumlah posisi yang berlainan dan jumlah subunit yang berbeda dalam 

sebuah organisasi, dan jumlah pekerjaan dan jabatan yang terdapat dalam sebuah 

organisasi. Spesialisasi memungkinkan setiap pekecja mencapai keahlian di 
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bidang tertentu sehingga dapat memberikan sumbangan secara maksimal pada 

kegiatan ke arah tujuan (Steers, 1985:74) 

Formalisasi menunjukkan batas penentuan atau pengaturan kegiatan kerja 

para pegawai melalui prosedur dan peraturan yang resmi. Semakin besar 

pengaruh peraturan mengatur tingkah laku pekerja, semakin besar tingkat 

formalisasinya. Peningkatan formalisasi merupakan penghalang bagi 

implementasi kebijakan karena para manajer dalam struktur yang sangat formal 

akan cenderung melakukan segala sesuatu sesuai peraturan, (Steers, 1985:75). 

Rentang kendali (rentangan kontrol) adalah jumlah terbanyak bawahan 

langsung yang dapat dipimpin dengan baik oleh seorang atasan tertentu. 

Bawahan langsung adalah sejumlah pejabat yang langsung berkedudukan di 

bawah seorang atasan tertentu. Atasan langsung adalah seorang pejabat yang 

memimpin langsung sejumlah bawahan tertentu. 

Sementara itu (Sutarto, 1995:45) mengungkapkan ada dua faktor yang harus 

diperhatikan dalam menentukan berapa sebaiknya jumlah pejabat bawahan yang 

langsung dapat dipimpin dengan baik oleh seorang pejabat atasan tertentu, yaitu: 

a.	 Faktor subyektif, yaitu faktor yang melekat pada pejabatnya, misalnya : 
kepandaian, pengalaman, kesehatan, umur, kejujuran, keahlian, 
kecakapan, dan lain-lain. 

b.	 Faktor obyektif, yaitu faktor yang berada di luar pejabatnya, misalnya: 
corak pekerjaan, jarak antar pejabat bawahan, letak para pejabat 
bawahan, stabil-Iabilnya organisasi, jumlah tugas pejabat, waktu 
penyelesaian pekerjaan. 

Besarnya ukuran orgarusasl dapat mempengaruhi berbagai aspek 

keberhasilan organisasi. Bertambah besarnya ukuran organisasi tampaknya 

mempunyai hubungan positif dengan peningkatan efisiensi. Faktor-faktor seperti 

pergantian pimpinan yang teratur, berkurangnya biaya tenaga kerja dan 
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pengendalian lingkungan semua ini dapat dianggap sebagai beberapa aspek yang 

mengatur pelaksanaan pekerjaan secara tertib dan efisien (Steers, 1985:63). 

Pengaruh ukuran unit kerja terhadap sikap dan tingkah laku para pekerja dan 

pengaruhnya terhadap organisasi tampak berlainan dengan ukuran organisasi. 

Bagi para pekerja semakin besamya ukuran unit kerja selalu dihubungkan dengan 

berkurangnya kepuasan kerja, tingkat kehadiran, merosotnya tingkat kebetahan, 

dan meningkatkan perselisihan perburuhan (Steers, 1985:80). 

s. Lingkungan 

Robbins (2006:60) menyatakan bahwa lingkungan tidak pemah kekurangan 

definisi. Benang merah yang menghubungkannya adalah pertimbangan atas 

faktor diluar organisasi itu sendiri. Misalnya, definisi yang paling populer, 

mengidentifikasikan lingkungan sebagai segala sesuatu yang berada di luar batas 

organlSaSI. 

Lingkungan organisasi itu sendiri terdiri dari lembaga-lembaga atau 

kekuatan-kekuatan yang berada di luar organisasi dan berpotensi mempengaruhi 

kinerja organisasi itu. Lazimnya lingkungan ini mencakup pemasok, pelanggan, 

pesaing, badan pengaturan pemerintah, kelompok publik penekan dan 

semacamnya. Selanjutnya juga dikatakan bahwa terdapat tiga dimensi utama 

lingkungan organisasi, yaitu kapasitas, volatilitas dan kompleksitas. 

Kapasitas lingkungan mengacu sampai tingkat mana lingkungan itu 

mendukung adanya pertumbuhan. Lingkungan yang kaya dan pertumbuh akan 

menimbulkan sumber daya yang berlebihan, sehingga dapat menyangga 

organisasi pada saat kelangkaan relatif Kapasitas yang berlebihan dapat memberi 
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kesempatan bagi sebuah organisasi membuat kesalahan, sedangkan kapasitas yang 

langka tidak mentolerir adanya kesalahan. 

Tingkat ketidakstabilan lingkungan dimasukan dalam dimensi volatility. 

Jika terdapat tingkat perubahan yang tidak dapat diprediksi lingkungan tersebut 

adalah dinamis. Hal ini menyukarkan manajemen untuk meramalkan secara tepat 

kemungkinan yang terkait dengan berbagai alternative keputusan. Pada sisi lain 

terdapat sebuah lingkungan yang stabi1. 

Pada akhirnya lingkungan harus dinilai dalam hubungannya dengan 

kompleksitas artinya tingkat dari heterogenitas dan konsentrasi di antara e1emen 

lingkungan. Suatu lingkungan yang sederhana adalah homogen dan 

terkonsentrasi. Sebaliknya lingkungan yang heterogenitas dan penyebaran disebut 

lingkungan yang kompleks. Berkaitan dengan penelitian ini, maka fenomena 

yang dipergunakan untuk mengukur lingkungan dari kebijakan penerapan Pajak 

Restoran adalah : 

a.	 Kapasitas lingkungan, yaitu kemampuan Dinas Pendapatan dan Pengelolah 

jasa restoranlrumah makan dalam mendukung kebijakan Pajak Restoran. 

b.	 Kestabilitan peran Dinas Pendapatan dan Pengelolah jasa restoranlrumah 

makan dalam mendukung kebijakan Pajak Restoran. 

c.	 Kompleksitas, yaitu adanya campur tangan lembaga-Iembaga diluar 

organisasi pelaksana pemungutan Pajak Restoran yang mempengaruhi 

kebijakan. 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

41538.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



37 

D. Ukuran dan Tujuan Kebijakan 

Van Metter dan Van Hom (dalam Winamo, 2002:126) mengungkapkan 

bahwa " proses identifikasi indikator-indikator pencapaian merupakan tahap yang 

krusial dalam anaJisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator pencapaian ini 

menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah 

direalisasikan. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna di dalam 

menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. 

Namun demikian, dalam banyak kasus ditemukan beberapa kesulitan untuk 

mengidentifikasi dan mengukur pencapaian. Ada dua penyebab untuk menjawab 

hal ini, yaitu pertama, disebabkan oleh bidang program yang terlalu luas dan sifat 

tujuan yang kompleks. Kedua, akibat dari kekaburan-kekaburan dan kontradiksi­

kontradiksi dalam pernyataan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan. 

Sejalan dengan pendapat di atas, Mazmanian dan Sabatier (dalam 

Subarsono, 2005: 103) menyatakan bahwa : 

" standar dan tujuan kebijaksanaan yang dirumuskan dengan cermat dan 
disusun dengan jelas dengan urutan kepentingannya memainkan peranan 
yang amat penting sebagai alat bantu dalam mengevaluasi program, sebagai 
pedoman yang konkrit bagi pejabat pelaksana dan sebagai sumber dukungan 
bagi tujuan itu sendiri ". 

E. Pajak Daerah 

Menurut Sumyar (2003:25) : 

" pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau 
badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat 
dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan daerah. Adapun yang dimaksud dengan daerah adalah 
daerah otonom, yaitu daerah yang berhak dan berwenang mengatur 
dan mengurus rumah tangganya sendiri ". 
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Daerah otonorn terdiri atas Daerah Tingkat 1 dan Daerah Tingkat II 

dengan keluarnya Undang-undang Nornor 22 Tahun 1999 tentang 

Pernerintahan daerah, rnaka tidak dikenal lagi Daerah Tingkat I dan Daerah 

Tingkat IT sekarang digantikan dengan sebutan daerah Propinsi dan daerah 

KabupateniKota berkaitan dengan perubahan tersebut rnaka pajak daerah dapat 

digolongkan rnenjadi pajak daerah propinsi dan pajak daerah kabupaten/kota. 

Ruang lingkup pajak daerah hanya terbatas pada obyek yang belurn 

dikenakan pajak pusat (pajak negara). Sebagai contoh, pajak penghasilan 

tidak boleh dipungut daerah karena sudah dipungut oleh pusat. Sebaliknya 

negara tidak boleh rnernungut pajak yang sudah dipungut oleh daerah. 

Selain itu, terdapat ketentuan bahwa pajak dari daerah yang lebih rendah 

tingkatannya tidak boleh rnernasuki obyek pajak dari daerah yang lebih tinggi 

tingkatannya. 

Undang-undang pajak daerah rnenetapkan ketentuan-ketentuan pokok 

gang rnernberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam 

pelaksanaan Pemungutan pajak daerah. Menurut Undang-undang Nomor 28 

tahun 2009, jenis Pajak provinsi dan pajak kabupatenlkota adalah : 

Jenis Pajak provinsi terdiri atas: 

1. Pajak Kendaraan Berrnotor; 

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 

4. Pajak Air Perrnukaan; dan 

s.	 Pajak Rokok.
 

Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
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1. Pajak Hotel; 

2. Pajak Restoran; 

3. Pajak Hiburan; 

4. Pajak Reklame; 

5. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

6. Pajak Parkir; 

7. Pajak Air Tanah; 

8. Pajak Sarang Burung Walet; 

9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;dan 

10. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

Ditinjau dari segi fungsi, obyek dan penggunaannya maka terdapat 

perbedaan antara pajak-pajak pusat dengan pajak-pajak daerah, yaitu perbedaan 

dari segi fungsinya. Menurut fungsinya pajak pusat digunakan 

sebagai alat untuk melaksanakan kebijaksanaan. Misalnya berfungsi 

sebagai sarana untuk menahan atau mengurangi keluar masuknya orang atau 

barang dari atau ke dalam negara. Misalnya pajak bangsa asing (PBA) dan pajak 

barang. Untuk mencegah masuknya orang atau barang dari luar negeri, maka 

pajak-pajak ini harus dinaikkan tarifnya (dengan tarif tinggi). Sedangkan 

pajak daerah mempunyai fungsi yang bertolak belakang, karena Peraturan 

Pajak Daerah menetapkan bahwa pajak-pajak daerah tidak boleh menghambat 

atau merintangi keluar masuknya pengangkutan barang / orang dari atau ke dalam 

suatu daerah. 

Perbedaan dari segi obyeknya, obyek pemungutan pajak pusat relatif tidak 

terbatas, sedangkan obyek-obyek yang dapat dikenakan pajak daerah terbatas 
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jumlahnya. Maksudnya obyek yang telah dijadikan sumber bagi pemungutan 

pajak pusat tidak boleh dipergunakan lagi sebagai sumber bagi pemungutan 

pajak daerah. 

Menurut Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 yang dimaksud subyek 

pajak restoran adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak. 

Sedangkan yang menjadi obyek pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh 

restoran. Pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi pelayanan 

penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik 

dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Wajib pajak restoran 

adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak dan dan pemungut 

pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

1. Efektivitas dan efisiensi 

Menurut Wiratmo (2001:53) indikator kinerja keuangan daerah yang 

biasa digunakan sebagai dasar untuk menggali potensi penerimaan daerah 

adalah fektifitas, efisiensi dan elastisitas. Efektivitas mengukur hubungan 

antara realisasi bagi hasil pungut suatu pajak dengan potensi pajak yang 

bersangkutan, misalnya adalah realisasi penerimaan pajak daerah dengan 

potensi pajak daerah. Asumsi yang digunakan dalam indikator ini adalah semua 

wajib pajak membayar pajak yang menjadi kewajibannya pada tahun 

berjalan, dan membayar semua pajak yang terhutang. 

Menurut Jones (dalam Sutarso, 2004 :30) "efektivitas menunjukan 

keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai suatu tujuan sehingga efektivitas 

hanya berkepentingan dengan pengeluaran". Menurut Suadi (dalam Sutarso 
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2004:35) "efektivitas adalah perbandingan antara pengeluaran dan tujuan oleh 

karenanya suatu tujuan harus dinyatakan secara spesifik dan rinci sehingga 

pengukuran efektivitas dapat lebih bermanfaal dan bermakna". 

Indikator lain yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan 

daerah dalah efisiensi. Pendekatan efisiensi diperlukan unluk mengukur 

bagian dari retribusi yang digunakan untuk menutup biaya pungutan yang 

bersangkutan. Tingkat efisiensi akan besar bila biaya untuk 

merealisasikan penerimaan ditekan serendah mungkin. 

2. Persepsi 

Menurut Walgilo (2003:35) merupakan suatu proses yang didahului 

oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus 

oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris. Namun proses 

itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut dileruskan dan proses 

selanjutnya merupakan proses persepsi. Karena ilu proses persepsi tidak dapat 

lepas dari proses penginderaan, dan proses penginderaan merupakan proses 

pendahulu dari proses persepsi. 

Menurut Moskowitz dan Orgel (dalam Walgito 2003:71) bahwa : 

"persepsi merupakan proses integrasi dalam diri individu terhadap 
stimulus yang diterimanya. Dengan demikian dapal dikemukakan bahwa 
persepsi itu merupakan pengorganisasian, penginterpretasian lerhadap 
stimulus yang diinderanya sehingga merupakan sesuatu yang berarti, dan 
merupakan respon yang integrated dalam diri individu. Proses 
penginderaan akan berlangsung seliap saat, pada waktu individu menerima 
stimulus me1alui alat indera, yaitu melalui mata sebagai alat penglihatan, 
lelinga sebagai alat pendengar, hidung sebagai alat pembauan, lidah 
sebagai alat pengecapan, kulit pada telapak tangan sebagai alaI 
perabaan, yang kesemuanya merupakan alat indera yang digunakan 
untuk menerima stimulus dari luar individu'. 
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F. Kerangka Pikir Penelitian 

Bergulimya otonomi daerah membuat pemerintah daerah berusaha meraih 

pendapatan daerah yang tinggi guna menjamin kelangsungan penyelenggaraan 

pemerintah dan pembangunan daerahnya. Pemerintah Kota Tual berupaya 

menggali potensi penerimaan daerah untuk rneningkatkan kemampuan fiskal 

Pemerintah Kota Tual dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan 

yang berlaku. Strategi pengelolaan pajak daerah, terutarna untuk kasus pajak 

restoran adalah sangat penting mendapat perhatian, oleh karena memberikan 

konstribusi meyakinkan pada pembangunan daerah dan peningkatan pembiayaan 

daerah melalui mekanisme PAD. 

Kota Tual sebagai daerah yang diarahkan sebagai Pusat Kegiatan 

Wilayah, tumbuh sebagai pusat aktivitas sosial ekonomi regional serta lokal 

yang sangat potensial dan prospektif Kota Tual juga dikembangkan sebagai 

wilayah permukiman bagi penduduk yang bekerja di wilayah Kota Tual dan, 

sehingga mendorong arus mobilitas penduduk dan kegiatan ekonomi ke Kota 

Tual. 

Banyaknya masyarakat yang mempunyai tempat tinggal di wilayah Kota 

Tual dan semakin maraknya pusat perbelanjaan mengakibatkan peningkatan 

konsumsi masyarakat akan pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman. 

Menurut PRDB (Laju Pertumbuhan Ekonomi) Kota Tual pada sektor tersier sub­

sektor restoran terdapat peningkatan persentase menurut harga konstan tahun 2000 

untuk tahun ke tahunnya, hal ini berarti faktor kegiatan ekonomi dari subsektor 

restoran mengaJami kenaikan. 
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Dinamika tersebut berpengaruh positif terhadap perkembangan Kota 

Tual secara umum dan khususnya perkembangan jasa usaha restoran di wilayah 

Kota Tual, sehingga kegiatan ekonomi tersebut semakin baik dan berprospek 

baik yang tentunya akan berpengaruh kepada pihak pemerintah daerah untuk 

mendapatkan pemasukan daerah dari sektor restoran di Kota Tual. Mengingat 

perlunya landasan hukum untuk mengatur regulasi dan penegakan hukum dalam 

rangka memperoleh pendapatan dari jasa usaha restoran, maka Pemerintah Kota 

Tual menerbitkan Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 14 tahun 2010 tentang 

Pajak Restoran. 

Ternyata belum semua pengelola restoran di Kota Tual dapat 

menyumbang untuk biaya pembangunan, walaupun saat ini pajak restoran 

mempunyai kontribusi kepada pajak daerah namun sebenarnya 

pemasukannya masih di bawah potensi yang ada. Belum optimalnya kinerja 

pajak pajak restoran me1alui indikator efisiensi dan efektifitas 

dipengaruhi oleh faktor internal dan ekternal berupa komunikasi, 

sumberdaya, sikap struktur birokrasi, ukuran dan tujuan kebijakan. 

Melihat hal tersebut, Pemerintah Kota Tual perlu melakukan 

pembenahan/perbaikan penyelenggaraan pajak restoran, seperti pentingnya 

mempunyai data obyek dan subyek pajak restoran yang valid dan terinci sesuai 

dengan potensi dan realisasi yang riil di wilayah Kota Tual. Adanya 

pembenahan/perbaikan implementasi kebijakan pajak restoran tersebut 

diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak restoran di 

Kota Tual. 
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Kajian strategi pengelolaan pajak restroran di Kota Tual ini disempumakan 

dalam strategi implikasi kajian. Penyusunan rancangan strategis ini dimaksudkan 

untuk memberikan arah bagi pemerintah daerah guna mengoptimalkan 

peningkatan penerimaan pajak daerah khususnya pajak restoran. Hal tersebut dapat 

dilihat pada Gambar 2.5. di bawah ini: 
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Kebutuhan masyarakat Kota Tual dan 

sekitamya akan makan dan minum 

Kegiatan ekonomi berupa kegiatan 

jasa restoran 

Peningkatan 

PAD 

Target dan 
Realisasi 

Strategi Implementasi Kebijakan 

Pajak Restoran 

Potensi Penerimaan Pajak 

Kinerja Implementasi
 
Kebijakan Pajak Restoran
 

Kebijakan Pemerintah
 
Daerah
 

Perda No. 14 Tahun 20 IO
 

Faktor Pendorong 

dan Penghambat: 

Komunikasi,
 

Sumberdaya, Sikap,
 
Struktur Birokrasi,
 

Lingkungan, Ukuran
 

Gambar 2.5 Kerangka Berpikir 
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BABID
 

METODE PENELITIAN
 

A.	 Desain Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh gambaran dalam penelitian ini penulis menggunakan 

pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai sebuah proses 

penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia, berdasarkan 

penciptaan gambaran holislik lengkap yang dibenluk dengan kata-kata, 

melaporkan pandangan informan secara lerperinci dan disusun dalam sebuah lalar 

ilmiah. 

Creswell (2003: 186), menyebulkan ada 6 asumsi dalam penelitian kualilatif, 

yaitu : 

a.	 lebih menekankan pada proses, bukannya hasil atau produk ; 

b.	 tertarik pada makna ; 

c.	 penelili merupakan inslrument pokok unluk pengumpulan dan analisis 

dala; 

d.	 penelili lerlibat keIja lapangan ; 

e.	 bersifat deskriptif dalam arti penelili tertarik pada proses , makna dan 

pemahaman yang didapat melalui kata alau gambar ; 

f bersifat induktif dimana peneliti membangun abstraksi, konsep, hipotesa 

dan teori serta rincian ; 

Selanjutnya SUIOpo (2002:36), menambahkan beberapa karakteristik 

penelitian kualitatif, yaitu : 
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a.	 natural setting, yaitu diarahkan pada kondisi asli subyek penelitian 

berada, sarna sekali tidak dijamah oleh perlakuan yang dikendalikan 

secara ketat oleh peneliti ; 

b.	 purposive sampling; 

c.	 pemanfaatan tacit knowledge, tidak hanya mencatat apa yang 

dinyatakan secara fonnal, tetapi juga mencatat berbagai hal yang 

dirasakan dan ditangkap secara intuitif oleh peneliti, sebagai petunjuk 

untuk menggali, mencari dan menelusuri kemungkinan mengenai apa 

yang dirasakan sehingga bisa ditemukan kenyataan yang sebenarnya ; 

d.	 desain penelitian lentur dan terbuka ; 

e.	 bentuk laporan dengan model studi kasus ; 

f.	 interpretasi idiografik dan ; 

g.	 ap/ikasi tentative. 

Metode kualitatif dipilih dalam penelitian ini karena : 

tujuan dari penelitian ini untuk memahami fenomena sosial dari perspektif 

para aktor yang terkait dan; 

teknik penelitian dalam paradigma kualitatif membantu memahami 

definisi situasi yang diteliti dengan menggambarkan fenomena yang 

dikemas secara deskriptif. 

Salah satu jenis metode penelitian kualitatif adalah studi kasus (Aziz, 2003 : 

18). Studi kasus adalah suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di 

dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan 

konteks tak nampak dengan tegas, dimana muitisumber dimanfaatkan. Studi 

kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian 
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berkenaan dengan bagaimana (how) dan mengapa (why), serta pada tingkat 

tertentujuga menjawab pertanyaan apa (what) (Yin, 2002:25). 

Melalui metode penelitian kualitatif ini peneliti berharap mampu 

mengungkapkan berbagai pertimbangan yang dipakai oleh policy makers dalam 

menetapkan kebijakan pajak restoran di Kota Tual yang pada akhirnya juga 

mampu mendiskripsikan bagaimana proses pengimplementasian kebijakan pajak 

restoran tersebut. 

Penelitian ini dilakukan di Kota Tual pada bulan September sampal 

dengan Oktober 2012, pemilihan lokasi dilakukan dengan sengaja (purposive) 

dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut relevan untuk dijadikan objek 

penelitian. 

B. Subjek Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari beberapa jenis responden ataupun sampel yang 

dapat dikelompokkan sebagai berikut: 

I.	 Responden Pemerintah Daerah 

Survei kepada pihak pemerintah daerah menggunakan 

pengambilan sampel secara disengaja (purposive sampling). Suatu metode 

pengambilan sampel yang mempunyai sifat-sifat seperti di bawah ini : 

a.	 Dapat menghasilkan gambaran yang dapat dipercaya dari seluruh 

populasi yang diteliti; 

b.	 Dapat menentukan presisi (ketepatan) dari hasil penelitian dengan 

menentukan penyimpangan baku dari taksiran yang diperoleh; 

c.	 Sederhana, hingga mudah dilaksanakan; 
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d.	 Dapat memberikan sebanyak mungkin dengan biaya serendah-rendahnya 

Mantra & Kasto, (dalam Singarimbun & Effendi, 1989: 150) 

Pengambilan sampel untuk menentukan dan memilih secara sengaja 

responden yang berkompeten untuk mengetahui persepsi dan pendapat untuk 

menentukan strategi yang akan dilakukan guna peningkatan pendapatan pajak 

restoran di Kota Tual. Survei tersebut dilakukan untuk mengetahui persepsi 

pihak pemerintah daerah mengenai penyelenggaraan Pendapatan Asli Daerah 

(pAD) dari sektor pajak restoran. 

Adapun responden merupakan para pakar yang dianggap berkaitan atau 

berpengalaman serta berkompeten untuk memberikan penilaian terhadap 

elemen yang berpengaruh dalam peningkatan pendapatan pajak restoran berjumlah 

delapan orang, terdiri atas : 

I.	 Kepala Bidang Perencanaan Penetapan dan Pendapatan Dinas 

Pendapatan Daerah ; 

2.	 Kapala Seksi Perencanaan dan Penetapan Dinas Pendapatan Daerah; 

3.	 Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Sosial Budaya, SDA dan 

Lingkungan Hidup Bappeda ; 

4.	 Kepala Seksi Pengawas Bidang Keuangan Inspektorat Bawasda ; 

5.	 Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 

6.	 Kepala Sub Bagian Evaluasi Kinerja Bagian Organisasi Setda ; 

7.	 Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pariwisata ; 

8.	 Satu orang anggota DPRD Kota Tual dari Panitia Anggaran ; 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

41538.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



50 

2.	 Responden restoran 

Data primer didapat dengan random sampling menggunakan metode 

survei acak sederhana (simple sampling) berdasarkan pengelompokan wilayah 

Jalan Pattimura, Jalan Pelabuhan Tual dan Jalan Baldu Wahadat, untuk status Wajib 

Pajak. Penggunaan metode ini disebabkan keragaman yang ada dalam tiap 

lapisan keci!. 

Survei berdasarkan wilayah dilakukan pada restoran yang berada di 

wilayah Jalan Pattimura (5), Jalan Pelabuhan Tual (15) dan Jalan Baldu Wahadat 

(10), sedangkan untuk data sekunder jumlah restoran diperoeh dari Dinas 

Pendapatan Daerah. Persentase perbandingan jumlah restoran didapat dari 

data Dinas Pendapatan Daerah dan data survei berdasarkan wilayah kajian. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Ada dua jenis data yang dipergunakan dalam kajian ini yaitu data primer 

dan data sekunder. Data primer diperoleh dari kuesioner / wawancara / survei 

terhadap pihak pemerintah daerah sebagai pelaksana / penyelenggara pajak 

restoran dan pihak pengelola restoran sebagai obyek pajak restoran. 

Data sekunder diperoleh dari beberapa instansi seperti dari Dinas 

Pendapatan Daerah, Bapeda dan BPS serta beberapa lileratur, hasil kajian sejenis 

dan informasi lainnya berhubungan dengan topik kajian. 

Tahapan pengumpulan data adalah sebagai berikut : 

a.	 Observasi langsung di lapangan pada obyek kajian untuk 

mengetahui secara langsung kegiatan ekonomi pada sektor resloran di 

Kota Tual, seperti kondisi dan situasi restoran, perkiraan omzet, 
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keberadaan pengunjung, dan kondisi lingkungan sekitar ; 

b.	 Kuesioner ; 

c.	 Studi pustaka menyangkut data dan informasi yang berkaitan dengan 

kajian; 

D. Prosedur Pengumpulan Data 

Pengumpulan data menggunakan triangulasi data, yang dilakukan dengan 

menggabungkan antara hasil angketJkuesioner, studi pustaka dan observasi. 

1.	 Dbservasi 

Dbservasi dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan secara langsung 

terhadap kondisi lingkungan yang teIjadi terhadap obyek penelitian. 

2.	 Kuesioner 

Kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang akan digunakan oleh periset 

untuk memperoleh data dari sumbernya secara langsung melalui proses 

komunikasi atau dengan mengajukan pertanyaan. 

3.	 Studi Pustaka 

Studi pustaka dilakukan dengan mempeIajari bUku-buku referensi, Perda, 

Laporan-laporan dan media lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian. 

Disamping itu dilakukan dokumentasi yakni pengumpulan data dengan mencari 

informasi dari catatan atau dokumen yang ada dan yang dianggap relevan dengan 

masalah penelitian. 
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E.	 Analisis Data 

Data primer dan sekunder yang didapat kemudian diolah dan dianalisis 

untuk mendapatkan rekomendasi sebagai strategi impelentasi kebijakan 

pemerintah daerah dalam optimalisasi peningkatan pendapatan pajak restoran di 

Kola Tual. Untuk mendapatkan strategi tersebut terdapat tahapan yang hams 

diJakukan, yaitu : 

a.	 Perkiraan potensi paj ak restoran, pada kajian ini disinggung 

mengenai potensi pajak restoran di Kota Tual, dengan 

menggunakan persamaan/formula matematis untuk mengukur 

potensi pajak restoran Soelamo (dalam Astabrata, 2002:25); 

b.	 Efektivitas digunakan untuk mengukur upaya pemungutan pajak 

restoran yang dilakukan pemerintah daerah. Rumus efektivitas yang 

digunakan: 

rea/isasi pajak restoran 
EfeklivitaF x 100% 

I arget[Xljak restorCQI 

Tingginya nilai efektivitas pajak restoran menunjukan tingginya upaya 

pemungutan pajak restoran yang dilakukan pemerintah daerah. UNIV
ERSITAS TERBUKA
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Teknik analisis lain yang digunakan adalah anal isis persepsi digunakan 

untuk mengetahui persepsi pihak pengelola restoran dan pihak pemerintah 

daerah tentang pajak restoran dengan menggunakan skala Likert. Mengukur 

persepsi responder, setiap pertanyaan diberikan lima alternatif penilaian. 

Skala ini dikembangkan oleh Likert (dalam Usman 200619) digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang 

tentang suatu fenomena, yang telah ditetapkan secara spesifik oleh pengkaji, dan 

selanjutnya disebut variabel kajian. Kajian dengan skala Likert mempunyai 

gradasi dari sangat positif sampai dengan sangat negatif Penilaian skala Likert 5 

tingkat yang meliputi gradasi penilaian, simbol dan bobot dapat dilihat pada 

Tabel3.1. 

Tabel 3.1. Penilaian Skala Likert 

Keterangan Simbol Sobot 
Sangat Setuiu SS 5 

Setuiu S 4 
Netral N 3 

Tidak Setuju TS 2 
Sangat Tidak Setuiu STS I 

Skala Likert digunakan untuk jawaban tertutup dan pengambilan 

kesimpulan penilaian dilakukan dengan menginterpretasikan total nilai yang 

di dapat dengan skala penilaian yang telah ditentukan, yakni : 

[(axn)-(bxn)]
range kelas = t 
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dimana: 

a = nilai tertinggi untuk pembobotan (5) 

b = nilai terendah untuk pembobotan (1) 

n = jumlah responden 

t = banyak tingkatan (5) 

Kajian ini dibuat untuk merangkum segala permasalahan dalam 

impelementasi kebijakan pajak restoran dengan memperhitungkan sektor potensi 

pajak dan peran serta masyarakat dalam berpartisipasi membiayai pembangunan 

daerah melalui pembayaran pajak. Langkah selanjutnya adalah penyusunan 

strategis yang diperlukan guna memperoleh solusi untuk optimalisasi 

peningkatan pendapatan pajak restoran di Kota Tual. 

Teknik perancangan program menggunakan analisa internal dan eksternal 

(matriks IFE dan EFE) untuk penentuan faktor internal dan eksternal yang 

mempengaruhi pendapatan pajak restoran. Faktor internal dan ekstemal tersebut 

kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan matrik !FE (Internal Factor 

Evaluation) dan Matrik EFE (External Factor Evaluation) sehingga didapat hasil 

urutan prioritas meliputi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang 

mempengaruhi impelementasi kebijakan pajak restoran. 

Tahap selanjutnya adalah menyusun atau mengembangkan altematif­

altematif strategi. Formulasi altematif strategi yang disusun didasarkan pada 

pemikiran untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang yang secara bersamaan 

dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Penyusunan altematif strategi 

tersebut dilakukan melalui rnatriks SWOT (Strengths, Weakne.l:l'es, Opportunities, 

Threats), meliputi strategi SO, strategi WO, strategi ST, dan strategi WI. 
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Input strategi yang digunakan pada matriks SWOT berasal atas responden 

pemerintah daerah sebagai pihak internal yang kemudian digabungkan dengan 

pihak responden restoran sebagai pihak ekstemal. Hasil penggabungan tersebut 

diharapkan menghasilkan altematif strategi yang bennanfaat bagi kedua belah 

pihak. 

a.	 Strategi SO (Strengths-Opportunities) 

Strategi ini dibuat berdasarkan kinerja pihak pemerintah daerah dengan 

memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan 

peluang sebesar-besarnya. 

b.	 Strategi WO (Weaknesses-Opportunities) 

Strategi dalam menggunakan peluang yang dimiliki pemerintah daerah 

untuk mengatasi kelemahan yang ada. 

c.	 Strategi ST (Strengths-Threats) 

Strategi ini diterapkan berdasarkan kekuatan yang ada dengan cara 

meminimalkan ancaman. 

d.	 Strategi WT (Weaknesses-Threats) 

Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defentif dan berusaha 

meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. 

Tahap berikutnya adalah evaluasi menggunakan matriks Strategic Position 

and Action Evaluation (SPACE). Matriks ini berguna untuk mencocokan 

altematif strategi yang dihasilkan. Matriks SPACE terdiri atas kerangka kerj a 

empat kuadran yang menunjukan apakah strategi yang dihasilkan bersifat agresif, 

konservatif, defensif, atau bersaing paling cocok untuk suatu organisasi. Sumbu 

Matriks SPACE menggambarkan dua dimensi internal (kekuatan [FS, finaru:ial 
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strength] dan keunggulan bersaing rCA, competitive advantage]) dan dua dimensi 

ektemal (stabilitas lingkungan [ES, environmental stability] dan kekuatan industri 

[IS, industry strength]). Tahap terakhir adalah QSPM (Quantitative Strategic 

Planning Matrix). Tahap ini merupakan tahap keputusan strategi yang akan 

dilakukan oleh sebuah organisasi, berdasarkan altematif solusi yang didapat 

dari matriks EFIIIFE, analisis SWOT, dan Matriks SPACE Matriks QSP 

menunjukan daya tarik relatif dari berbagai strategi berdasarkan sejauh mana 

faktor-faktor sukses kritis eksternal dan internal dimanfaatkan atau diperbaiki. 
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BABV 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil kajian mengenai optimalisasi peningkatan pendapatan pajak 

restoran di Kota Tual terdapat beberapa kesimpulan yaitu : 

1.	 Strategi optimalisasi peningkatan pendapatan pajak restoran di Kota 

Tual meliputi : 

a.	 Menciptakan kemampuan manajemen yang maksimal dan penataan 

birokrasi dalam penyelenggaraan pajak restoran. 

b.	 Meningkatkan sosiaJisasi dan penyuluhan kepada masyarakat 

mengenai pajak restoran. 

c.	 Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait. 

d.	 Mewujudkan manajemen pelayanan publik dengan kemudahan askes, 

peningkatan kualitas pelayanan dan peran serta masyarakat. 

2.	 Berdasarkan persepsi pengeloJa restoran untuk dapat berpartisipasi dalam 

optimalisasi peningkatan pendapatan pajak restoran adaIah penting dengan 

bersedia menjadi wajib pajak dan membayar pajak sebesar 10 persen dari 

omzet yang diperoleh. Pengelola restoran berharap lebih senng 

diadakan sosialisasi dan penyuluhan tentang Perda pajak 

restoran dan mengharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan 

pelayanannya. Cara pembayaran pajak restoran hampir semua 

pengelola restoran menginginkan pembayaran langsung tunai ke 

loket Dinas Pendapatan Daerah dengan altematif pembayaran melalui 

Bank Maluku sebagai kas daerah yang ditunjuk pemerintah daerah. 
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3.	 Faktor-faktor penghambat yang berpengaruh terhadap implementasi 

kebijakan pajak restoran yakni : 

a.	 Rendahnya kesadaran rnasyarakat untuk membayar pajak. 

b.	 Masih kurang sarana prasarana penunj ang. 

c.	 Kemarnpuan dln pengetahuan tenaga pemungut yang terbatas. 

d.	 Belum terdatanya semua potensi yang ada. 

e. Kurangnya koordinasi antar SKPD terkait
 

f Terbatasnya biaya pendukung.
 

g.	 Dasar hukum kurang dapat diterapkan. 

h.	 Wajib pajak tidak melaporkan usahanya. 

I.	 Kawasan yang luas. 

J.	 Kurang jujumya wajib pajak dalam membayar pajak. 

4.	 Faktor-faktor pendorong yang berpengaruh terhadap implementasi 

kebijakan pajak restoran yakni : 

a.	 Semangat otooomisasi untuk mengurus rumahtangga sendiri yaitu 

melakukan pembangunan daerah dengan menguruangi ketergantungan 

dari pemerintah pusat. 

b.	 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah, yang memberikan 

ruang untuk menarik pajak sesuai potensi pajak di daerah. 

c.	 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. 
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d.	 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 69 Tahun 2010 

tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

e.	 Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak 

Restoran. 

B.	 Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan analisa dalam impelemtasi kebijakan 

pajak restoran dalam rangka peningkatan pendapatan pajak restoran di Kota Tual, 

didapatkan kebijakan meliputi : 

a.	 Diperlukan koordinasi dan keIjasama secara berkala antar instansi terkait 

yang menangani jasa/ usaha restoran karena pemerintah daerah harus 

mempunyai data yang valid dan terinci mengenai obyek, subyek atau 

wajib pajak restoran seiring perkembangan dunia usaha restoran di Kota 

Tual. Diharapkan dengan mempunyai data tersebut dapat menjadi dasar 

untuk penentuan potensi target yang sesuai realisasi sebenarnya dengan 

meningkatkan peran serta masyarakat. 

b.	 Pemerintah Daerah Kola Tual khususnya Dinas Pendapatan diharapkan 

mempunyai program untuk menciptakan manajemen pelayanan publik 

sebagai penyelenggaraan pajak restoran dengan menerapkan budaya good 

governance. Selain itu, Pemerintah Daerah harus meningkatkan 

pengetahuan dan wawasan SDM baik melalui program formal maupun 

informal dengan didukung oleh APBD serta adanya penambahan sarana 

prasarana penunjang penyelenggaraan pajak restoran. 
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c.	 Adanya persepsi positif dari pengelola restoran tentang pajak restoran 

merupakan suatu peluang yang harus ditanggapi dengan baik dan serius 

untuk meningkatkan pendapatan pajak restoran dengan memberikan 

pelayanan prima kepada para pengelola restoran, selain itu untuk 

menambah pengetahuan para pengelola restoran perlu dilakukan 

sosialisasi dan penyuluhan yang efektif mengenai perpajakan restoran 

secara periodik. 
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Lampiran I 

KUESIONER PEMDA (Tahap I)
 
STRATEGI OPTIMALISASI PAJAK RESTORAN
 

DIKOTA TUAL
 

Unit Kerja Responden 

POTENSIPAD 

I.	 Menurut Anda, kriteria apa saja yang diperlukan dalam 
menentukan besarnya potensi PAD? (Beri tanda V pada pilihan 
jawaban Anda, boleh menjawab lebih dari satu jawaban) 

No Kriteria Jawaban No Kriteria Jawaban 

1 Subyek dan obyek pajak II 
Target yang akan 
dicapai 

2 f-Oasar hulrum pajak 
3 Kemampuan petugas ~ 

12 
13 

Jumlah penduduk: 
Sistem pengumpulan 

4 
5 

Kesadaran masyarakat 
Potensi da realisasi 

14 
15 

Lainnya.... 
, 

6 Tarifpajak 16 
7 Luas daerah 17 
8 Pendapatan per kapita 18 
9 PORE 19 
10 Prakiraan 20 

2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Pemda dalam menentukan 
potensi PAD? 

No Kriteria Jawaban No Kriteria Jawaban 
I Data kurang akurat 7 Koordinasi sulit 

2 Aparat lemah 8 
Kemampuan anal isis 
lemah 

3 Kesadaran masy.kuran~ 9 Lainnya...... 
4 Biaya pendataan besar 10 
5 Sarana kuran~ 11 

6 
Kegiatan yang terlalu 
luas dan banvak ~ 

-­

3. Sejauh mana keterlibatan pihak-pihak di bawah ini dalam penentuan 
besamya potensi PAD di Kota Tual? 

1 
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No 

I 

Sangal
Instansi 

f---- tingl(i 
DPRD-

Tinggi Sedang Rendah 
Sangat 
Rendah 

- ­
2 Walikota 
3 Bappeda - ­
4 Dispenda -­
5 

6 

Badan 
Keuangan 

4.	 Bagaimana persepsi Anda rnengenai potensi PAD di Kota Tual? 
A. Sangat realistik C. Tidak realistik 
B. Realistik D. Sangat tidak realistik 

PENENTUAN BESARNYA TARGET PAD 

I.	 Menurut Anda, kriteria apa saja yang diperlukan dalam menentukan 
besarnya target PAD? (Beri tanda V pada pilihan jawaban Anda, boleh 
menjawab lebih dari satu jawaban). 

No Kriteria Jawaban No Kriteria Jaw~ 

I Subyek dan obyek pajak II Target yang akan dicapai 
2 Dasar hukum pajak 12 Jumlah penduduk 
3 Kernampuan petuns 13 Sistem pengumpulan 
4 Kesadaran masyarakat 14 Lainnya.... 
5 Potensi da realisasi 15 
6 TarifPlliak 16 

I 7 Luas daerah 17 J 

8 
9 

Pendallatan per kapita 
PDRB 

18 
19 

I 
I 

10 Prakiraan 20 

2. Sejauh mana keterlibatan pihak-pihak di bawah ini dalam penentuan 
target PAD di Kota Tual? 

I No 

, 
Instansi 

Sangal 
linggi 

Tinggi Sedang Rendah 
Sangat 
Rendah 

I DPRD 
2 Walikota 
3 Bappeda 

-~ 

4 Dispenda 
5 Badan Keuangan 
6 

3. Kendala apa saja yang dirasakan dalam penetapan target PAD? 
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- ­ --- ­
No Kendala Jawaban No Kendala Jawaban 
I Sarnna prnsarnna minim II Tingkal pendidikan yang 

masili lemab lemang paiak 
2 SDM aparntur terbatas 12 Kurangnya kordinasi anlar 

SKPD yang terlibat 
-

3 Penegakan Perda tidak 13 Perhatian piliak 
tegas perusahaan (swasta) yang 

I masili minim 
4 Kesadarnn rnasy.rendah 14 Lainnya.... 
5 Kwang sosialisasi Perda 15 
6 Dana pendukung kurnng 16 
7 Luasnya wilayah 17 
8 Peran Pemda masili lernah 18 - ­
9 Penegakan sanksi lemab 19 
10 Sislem pengumpulan 

informasi data masili 
belum memadai 

PELAKSANAAN TARGET PAD 

1.	 Sejauh mana keterlibatan pihak-pihak berikut ini dalam usaha pencapaian 
target PAD? 

--.- ­
No InstaRsi 

Sangat 
tinggi Tinggi Sedang R d h Sangat 

en a Rendab 

I DPRD 
2 Walikota 
3 Bappeda 
4 Oispenda 
5 Badan Kenangan 
6 

-

2. Usaha-usaha apa saja yang ditempuh dalam mencapai target PAD? 

No Usaba vang dilempUh Jawaban 
1 Mengadakan penvuIuban alan sosialisasi Perda 
2 Memberikan tegnran dan sanksi kepada wajib pajak yang tidak 

membavar Raiak 
3 Mendata obyek dan wajib pajak semaksimal munlikin 
4 Meningkatkan kernampuan aparatur Pemda 
5 Memungut Ianggung kc obvek pajak oleb oetugas 
6 Mendukung pengga!ian potensi pajak daerah 
7 Melakukan po;mbinaan kepada wajib pajak secara berkelanjutan 
8 Evaluasi terhadap kebiiakan PAD secara periodik 

9 Merevisi Perda tentang pajak restoran 
10 Menambah sarana dan prasarana peodukung e-
II Menialin keriasama dengan dunia usaba untuk berinvestasi 
12 Studi banding ke daerah lain van!! (ebib tin!!ei PAD-nva 
13 Lainnya.... 
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3. Kendala-kendala apa saja yang dijumpai dalam pelaksanaan target? 

No Kendala Pelaksanaan Target Jawaban 
1 Rendalntya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak 
2 Masih kwanWlya sarana dan prasarana penunjang 
3 Kemarnouan dan oengetahuan tenag;! pemunlmt yang tematas 
4 Belurn terdatanya semua potensi yang ada 
5 KurnnWlva koordinasi antar SKPD lerkail 
6 Tetbatasnya biava oenduktme 
7 Waiib oaiak tidak melaporkan usabanya 
8 Wilavah yang luas 
9 Kurane iuiurnva wajib dalam membayar 
10 Lainnya...... 
11 
12 

PENGAWASAN PENCAPAIAN TARGET PAD 

1.	 Sejauh mana keterlibatan pihak-pihak berikut ini dalam pengawasan 
pencapaian target PAD? 

No Instansi Sangal 
tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat 

Rendah 
1 DPRD 
2 Walikota 
3 Baopeda 
4 Disvenda 
5 Bawasda 

-

6 
~. 

Badan 
Keuangan 

2.	 Bagaimana persepsi anda terhadap efektifitas pengawasan dalarn pencapaian 
target PAD?
 

A.Sangat realistik C. Tidak realistik
 
B.Realistik D. Sangat tidak realistik
 

3. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pengawasan pencapaian target PAD? 

No Kendala Pengawasan Jawaban 
1 KUrdlllmva data subvck dan obvek DUDlmt 
2 Kesadaran masyarakal masih rendah 
3 SDM kurnng menguasai tentang pajak 
4 Data yang diterima kurang maksimal 
5 Transoortasi 
6 Sanksi lemah 
7 Instansi kurang efektif 
8 Administrasi dan pelaporan belurn baik 
9 Tidak sepenulmya tarif pajak diberlakukan 
10 
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--

EVALUASI PENCAPAIAN TARGET PAD 

I.	 Menurut anda, Jeritena apa saja yang digunakan dalam mengevaluasi/ 
mengukur kinerja PAD? 

No ~ Kriteria Evaluasi Kineria PAD 
c-

Jawaban 
1 Perin adanya koordinasi antar SKPD 
2 Perin adanva survei dan penelitian 
3 Efek!ifitas 
4 Biaya operasional yang dikeluarkan (efisiensi) 
5 Sulitnya menganalisa data riil 
6 SDM rnasih lemah 
7 

2. Siapakah pihak-pihak yang terlibat dalam evaluasi pencapaian PAD? 

No I [ns\ansi Sangal 
Tinggi Sedang Rendah 

Sangal 
_ linggi Rendah 

1 DPRD 
2 Walikota 
3 BaoDeda 
4 Dispenda 
5 Bawasda 
6 Badan Keuang:lIl 
7 

. ­

3. Kendala apa saja yang dihadapi dalam evaluasi pencapaian target pajak 
daerah? 

No Kendala Evaluasi KilleIja Pencapaian Target Pajak Jawaban 
1 Data belum lellgkaD 
2 Sulitnva mellgetahui notensi riiJ obvek oaiak 
3 SDM masih lemah 
4 Kemampuan analisis lentang pajak dan komnonenuya masih lemah 

Belum ada ukuran standar kineda 5 
Biaya onerasional yang tiuggi6 

-It 
7 

I 
4.	 Faktor-faktor apa SlYa yang menyebabkan realisasi dibawah target yang telah 

ditetapkan? 
a.	 d. 
b.	 e. 

c. 

I 
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5.	 Tindakan apa saja yang diambil jika realisasi PAD di bawah target yang 
telah ditetapkan? 

a.	 d. 
b.	 e. 

c. 

6.	 Jika tidak pernah, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan realisasi PAD 
selalu dapat mencapai target yang telah ditetapkan?
 

a d.
 

b.	 e. 
c. 
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KUESIONER PEMDA (Tahap II)
 
STRATEGI OPTIMALISASI PAJAK RESTORAN
 

DI KOTA TUAL
 

Unit Kerja Responden 

PENENTUAN RATING 

Nilai 
No Faktor Strategis Inlemal 

I 2 3 4 

Kekuatao 

Eksistensi Pemerintah Daerah Kota Tual dalam hal 
I ini Dinas Pendapatan sebagai penyelenggara pajak 

restoran 

2 

3 

Konsistensi pemerintah daerah dalam peningkatan 
pendapatan pajak restoran 
Adanya Perda No.14 Tahun 20lO tenlang Pajak 
Restoran -H 

4 Dukungan dari APBD 

5 SDM di bidang pajak restoran 

---l Kelemahan 
-- Keterbatasan Pemerintah Kota Tual dalam 

I perencanaan potensi subyek dan obyek pajak 
restoran 
Masih adaoya varias; kemampuan SDM dalam 

2 penyelenggaraan (pengumpulao,pengelolaan dan 
pelavanan) paiak restoran 

3 
Terbatasnya sarana dan prasarana dalam penunjang 
penyelenggaraan pajak restoran 

4 
I 

Kurangnya intensitas dalam sosialiasi dan 
penyuluhan I 

Keterangan: 
Tingkat Nilai 
1. Kelemahan utama 
2. Kelemahan kecil 
3. Kekuatan kecil 
4. Kekuatan utama 
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PENENTUAN RATING
 

I No I Faktor Stralegis EksternaJ 
I 

Nilai 
2 3 4 

Peluan!! 

I 
Kebersediaan pengelola restoran menjadi WP dan 
membavar sesuai ketemuan 

2 Potensi dan kontribllSi pajak restoran vang besar 

3 
Investasi jasa restoran tumbuh dan berkernbang di 
Kola Tual 

4 
Masih adanya wilayah administrasi yang belum 
tergali dengan maksimal 

5 Posisi geografis strategis 
Ancaman 

I 
Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang 
113iak restoran 

~ 
Adanya persepsi pelayanan pajak restornn belum 

LI maksimal dirasakan pengelola restoran 

Keterangan:
 
Tingkat Nilai
 

1. Kelemahan utama 
2. Kelemahan kecil 
3. Kekuatan kecil 
4. Kekuatan utama 
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KUESIONER WAJIB PAJAK
 

BAGIAN A
 
DA TA RESPONDEN
 

A.	 Pemilik/ Pengelola 
I.	 Nama 
2.	 Jenis Kelamin : (Laki-Iaki! Perempuan) 
3.	 Umur tahun 
4.	 Tingkat Pendidikan terakhir pemilik/pengelola :
 

(SDI SLTPI SLTAl Diploma! S1/ S21 S3)
 
5.	 Lama menetap di Tual : tahun 

B.	 Restoran! Rumah Makan 
6.	 Nama Restoran 
7.	 Alamat Restoran 
8.	 Lama Restoran ini berdiri 
9. Jumlah tempat duduk buah
 
10 Jam kunjungan rarnai jam/hari
 
II.	 Jam kunjungan tidak ramai jam/hari 
12.	 Jumlah kunjungan ramai orang/jam 
13.	 Jumlah kunjungan tidak ramai orang/jam 
14.	 Jumlah hari ramai dalam seminggu hari 
15.	 Harga rata-rata!porsi : Rp. Iporsi 
16.	 Jenis makanan yang dijual 
17.	 Jumlah pekerja orang 
18.	 Status kepemilikan : Pribadi! Persekutuan 
19.	 Status penggunaan gedung : (Sendiri/SewaIPinjam) 
20.	 Status Badan Hukum : (Tidak ada!
 

ada: )
 

RAGlAND
 
DAFfARPERTANYAAN
 

I.	 Menurut anda apakah partisipasi pengusaha restoran untuk membayar pajak 
dalam peningkatan PAD kota itu penting? 

a.	 Sangat penting c. Ragu-ragu e. Sangat tidak penting 
b. Penting d. Tidak penting
 
Apa alasan anda menjawab demikian?
 

2.	 Apakah anda bersedia membayarkan pajak restoranlrumah makan sesual 
dengan tenggat waktu penagihan? 

a.	 Sangat bersedia c. Ragu-ragu e. Sangat tidak bersedia 
b. Bersedia d. Tidak bersedia
 
Apa alasan anda menjawab demikian?
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3.	 Apakah anda bersedia membayar pajak restoran/rumah makan sesual 
pendapatan yang diperoleh? 

a. Sangat bersedia c. Ragu-ragu e. Sangat tidak bersedia 
b. Bersedia d. Tidak bersedia
 
Apa alasan anda menjawab demikian?
 

4.	 Bagaimana pelayanan pemungut pajak dalam hal ini Pemerintah Daerah 
selama ini kepada saudara sebagai wajib pajak? 

a. Sangat tidak baik c. Ragu-ragu e. Sangat baik 
b. Tidak baik d. Baik
 
Apa alasan anda menjawab demikian?
 

5.	 Tingkat pajak daerah untuk pajak restoran adalah 10 % dari jumlah total 
pendapatan pengusaha restoran, apakah anda rasa cukup memberatkan? 

a. Sangat memberatkan c. Ragu-ragu e. Sangat tidak memberatkan 
b. Memberatkan d. Tidak memberatkan
 
Apa alasan anda menjawab demikian?
 

6.	 Apakah Perda No.14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah terrnasuk pajak 
restoran perlu direvisi secara signifikan? 

a. Sangat perlu b. Ragu-ragu e. Sangat tidak tahu 
b. Perlu d. Tidak tahu
 
Apa alasan anda menjawab demikian?
 

7.	 Apakah Pemerintah Daerah periu mengadakan sosialisasi secara 
berkesinambungan terhadap masyarakat mengenai pajak daerah? 

a. Sangat perlu b. Ragu-ragu e. Sangat tidak tahu 
b. Perlu d. Tidak tahu
 
Apa alasan anda menjawab demikian?
 

8.	 Setujukah anda jika Pemerintah Daerah memberikan reward dan punishment 
kepada para wajib pajak? 

a. Sangat setuju b. Ragu-ragu e. Sangat tidak setuju 
b. Setuju d. Tidak setuju
 
Apa alasan anda menjawab demikian?
 

9.	 Menurut anda sebagai wajib pajak bagaimana metode pembayaran pajak yang 
diinginkan?
 

Langsung tunai dibayar sendiri ke Dispenda
 
Melalui petugas pemungut pajak yang datang ke restoran anda
 
Melalui transfer melalui Bank Maluku
 
Melalui online internet
 
Atau: .
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Lampiran 2
 

Foto 1. Salah satu Rumah Makan di jln. Pattimura Kota Tual 

Foto 2. Wawancara dengan Responden di Dinas Pendapatan Daerah 
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Lampiran 3 

~ 
I@ 

PEMERINTAH KOTA TUAL 
DADAN KESATIJAN BANGSA POUTIK DAN IJNMAS 

Ja/!Jn 0'i"b !fad. No.1 T/p/Flu (0916) 22364 

SUR,6,T KETERA!!GAN SElESA! PftIEUDAI! 
NOMOR : 071l11321SKSP12012 

Kepola _ Kesatuan Ilangoa _ dan Perlindungan MaayaraI<al Kala Tual 
dengan ini ..-angl<an bahwa : 

. IIfJSTAQIII RAHAKBAUW. S.-" 

NIM 0167 62 767 

~stlJdj : Megister llmu Admimstrasi Ilidang Minal_rIl PIJClit<U-... TerlK*a MANJT 

Judul Penehtiar>lS""",,, .•JlNJlUSlS iMI'LEIIfNTJlSI KEBlJAKAN 
PAJJII( RESTAlJRAN or.EH DIMAS 
Pl!NfJAPATAN KOTA T1IJIL' 

: Dinas Pendapatan Kola Tual 

Telah meIaksanakan Kegiatan Peliditia" di Din... Pendapatan Kola Tual ierhitung muIai 
Tanggel25 SepIember 2012 sid 25 0Jd0ber 2012 dengan baY, 

DemiI<isn Sural K""""'- ini dil>eriluJn Iolpada )'8fll/ bersangkutan unM< digunlll<en 
sebalJ!limana mes1inya 

Dikeluarl<andi : Tuat 
Pada Tanggal : 29 OkIober 2012 

DAII UNIIAS. 

TtJ!Il'_ rIit!ernpAiIgm !slpsdo Ylh; 

V DI1e/dwPf'&-/JTdi~. 
2. yang 81Nsang1wtan uduItdilcetehui 
3. AlSip. 
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NamaINIM 
Tempat dan Tanggal Lahir 
Jenis Kelamin 
Agama 
Anggota Keluarga 
Alamat Rumah dan Telp. 

Nomor Handphone 
Alamat E-mail 
Riwayat Pendidikan 

Riwayat Pekerjaan : 

Lampiran 4 

BIODATA PENULIS 

Mustaqim Rahakbauw/016762707
 
Raha, 25 Maret 1971
 
Laki-Laki
 
Islam
 
5 Orang
 
Perum BIN Un Indah 25E Kelurahan Ketsoblak
 
Kecamatan Dullah Utara Kota Tual.
 

081247106363 
musrah71@ymail.com 
- SD Negeri 1 Raha Lulus Tahun 1983 
- SMP Negeri 1 Raha Lulus Tahun 1986 
- SMA Negeri 1 Raha Lulus Tahun 1989 
- S 1 Ilmu Pemerintahan pada Universitas Terbuka 
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Lulus Tahun 2007. 

1.	 Diangkat menjadi CPNS Daerah Kabupaten 
Maluku Tenggara Tahun 2003. 

2.	 Tahun 2003-2008 menjadi Stafpada Dinas 
Perindag dan PM Kabupaten Maluku Tenggara. 

3.	 Tahun 2009-2011 menjabat sebagai Kepala Seksi 
Pemerintahan pada Kelurahan Ketsoblak, Kota 
Tual. 

4. Tahun 2011-Sekarang menjabat sebagai Kepala 
Seksi Rekonstruksi pada BPBD Kota Tual. 

l 
Tual, Juli 2013 

liti 
.......
 
.-

Mustaqim Rahakbauw 
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